BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;




" Menetapkan ':

6. Kepala . Pelaksana o adalah Kepala * Pelaksana Badani?"f
e ‘-_'_Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkahs S e

| = :,:Dalam Peraturan Bupatl ini yang d1rhék§ud dengan |
o 1 ~Daerah adalah Kabupaten Bengkahs ’A

- 2 Bupat1 adalah Bupat1 Bengkahs ,k &
v e 3 fBadan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badani

‘ ;‘Penanggulangan Bencana
o ..‘k“,j}Bengkahs b s :

' 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 3 Tahun'

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat' ek Sy

- Daerah

: MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG KEDUDUKAN‘ |

SUSUNAN ORGANISASI ESELONERING, TUGAS, FUNGSI DAN

URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA BADAN S
. PENANGGULANGAN  BENCANA  DAERAH  KABUPATEN
- BENGKALIS. e e SR ‘ABUPATEN .

i

 BABI o
' KETENTUAN UMUM L

Pasal 1

S”t; , Daerah i

Kabupaten,

"t‘\‘fb,f'4v.,",.‘Kepa1a adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana

- Daerah Kabupaten Bengkahs

5. ;“Unsur Pengarah, adalah Unsur Pengarah pada Badan - ,1:"; i |
_ Penanggulangan Bencana _Daerah . Kabupaten} e
-.,Bengkahs ’ e L

T | Sekretarlat adalah Sekretarlat pada Badan Penanggulangan .

v -Bencana Daerah Kabupaten Bengkahs

8 Sekretaris adalah Sekretans pada Ba_dan Penanggulangan_Q o
SR Bencana Daerah Kabupaten Bengkahs ‘ : :

9. Unlt Pclaksana Teknis yang selanjutnya dxsebut UPT adalah' s
. Unit Pelaksana Tenis pada Badan Pcnanggulangan Bencana .
. Daerah - yang melaksanakan keglatan teknis: operasxonal EUE
< dan / atau keglatan teknis penunjang tertentu '

,,,,,,,,




. BABTI
~ KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur ‘
© penunjang urusan pemerlntahan yang menjadl kewenangan

daerah

(2) Badan Penanggulangan' Bencana Daerah sebaganriana g
‘dimaksud = pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan = =

’ bertanggung]awab kepada Bupati melalu1 Sekretans Daerah

BAB HI
' : SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 3 :
(1) Susunan Orgamsam Badan Penanggulangan Bencana Daerah o
terdiri dari: o : N
o a : ;‘Kepala, B

: b :,Unsur Pengarah
c. Kepala Pelaksana, |

= "“_d."_Sekretarlat terd1r1 dan, .

I 1) Sub Baglan Penyusunan Program el
- 2) Sub Bagian Tata Usaha; dan
- 3) Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan

2 e.-i "Bldang Pencegahan dan Kesmps1agaan terd1r1 dari ;

1) Seksi Perencanaan Emergenc:1, dan v
2) Sek81 Pencegahan dan Kes1aps1agaan

‘ Bldang Sarana dan Loglstlk PenanggUIangan Bencana, o
_terdln dari; . - _ _

5 o 1) Seks1 Penylapan Sarana dan Prasarana Darurat dan
SR 2) Sek31 Penyedlaan dan D1str1bus1 LOngtlk

_ Bldang Rehablhta51 dan Rekonstruk31 Bencana terdm
. dari;

1) Seksi Rehab111tas1, dan
2) _Seks1 Rekonstruksi.

f._} h." Unit Pelaksana Teknis; dan
S i ’Kelo‘:rip‘qk Jabatan'FﬁJngéional.'

e



| Bagan Susunan O‘fgarii'sés'l Bé.dariﬁPérianggl‘,‘llangan 'Bencané' g
Daerah sebagaimana ' tercantum’ dalam lamplran, . yang -
merupakan baglan tldak terplsahkan dar1 Peraturan ini.

" i L BAB IV : S
TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS

Baglan Pertama

Pasal 4

(1) Kepala mempunYal tugas membantu Bupatl melaksanakan Lonnnh

‘urusan penunjang pemerlntahan yang menjadl kewenangan .
daerah dlbldang penanggulangan bencana : : '

(2) Kepala "dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud‘
pada ayat (1) menyelenggarakan fung31 : , S

o Z";Vaé\‘i;{fpelaksanaan ' penyusunaan program & Badauf1 e

o Penanggulangan Bencana Daerah

b penetapan pedoman dan pengerahan terhadap asaha
'*‘-f‘;‘.{pcnanggulangan bencana yang ‘mencakup - pencegahan g

| ‘ lg_bencana, penanganan darurat dan rehablllta31, i

A’-r"..(_:."jfxpenetapan standansas1 kebutuhan penyelenggaraan g

- penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan'

Bz bencana, penanganan darurat dan rehablhta31,

‘d_:‘_f,fjk.penyusunan penetapan dan mengmformamkan peta fren
© " rawan bencana, peta dan wilayah rawan kebakaran hutan .~ -

dan lahan, bencana dalam skala besar, L

e penyusunan dan menetapkan Prosedur Tetap (Protap) S
o ,,;Penanganan Bencana; e . : .

; ‘_’pelaksanaan koord1nas1 dengan 1nstan31 terkalt dalamfﬂ'
' 'r-"v'"f_penanggulangan bencana, dan - R L e

: g l"pelaksanaan tugas lam yang dlberlkan oleh Bupatl sesua1 .

YL }_‘;dengan tugas dan fungsmya

Baglan Kedua

UNSUR PENGARAH  ~' o

Pasal 5

(1) Unsur Pengarah mempunya1 tugas memberxkan saran,
masukan dan pertlmbangan kepada Kepala dalam penetapan

‘ _rencana, pelaksanaan pengawasan " .dan  pengendalian
penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi
pra bencana tanggap darurat bencana dan pasca bencana o




(2) Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaJmana

‘

dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fung31

a

perumusan konsep kebljakan pelaksanaan dlbldang'fj_ i

H Qpenanggulangan bencana, e

e

¥ pemantauan terhadap pelaksanaan pengawasan dan -,
pengendahan penanggulangan bencana secara. -
~ terintegrasi yang meliputi pra bencana, tanggap darurat i

‘ ';‘_,bencana dan pasca bencana, , ~ , SE

pelaksanaan evalua31 dalam ‘ '\penyelenggaraanf o
_ penanggulangan bencana yang mehputl pra bencana, .
: tanggap darurat bencana dan pasca bencana, dan

-‘ffipelaksanaan tugas—tugas lam yang dlberlkan : oleh“‘f:}"f‘i,_l" S
‘_"Kepala B S = , - L

' Baglan Ketlga

' KEPALA PELAKSANA

Pasal 6

(1) Kepala Pelaksana mempunya.l tugas membantu Kepalaf;

dalam menyelenggarakan tugas ' dan’ fungs1 Kepala sehari- .
" hari ‘dan melaksanakan Penanggulangan Bencana secara
tenntegra31 mellputl pra bencana tanggap darurat bencana i

dan pasca bencana

(2) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagalmana“‘ff_;f;’lﬂ:

dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fung31

fa

perumusan kebl_]akan teknls dlbldang penanggulangan,
bencana, e R T : S

pembenan dukungan atas penyeleggaraan pemerlntah:‘f;

R d1b1dang penanggulangan bencana

.Fpengkoordlnasmn, pemblnaan dan fa81htas1 dalam . .

~ pelaksanaan tugas o d1b1dang _ pencegahan  .dan.
.~';«ke31ap31agaan E ~penanganan darurat rehablhtasniff i
'-"Vrekonstrukm dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan Uy

.f'pelaksanaan tugas—tugas lam yang dlberlkan oleh’
i ?.';;Kepala ' S RN > e




(1)

| Bagian Keempat -
~ SEKRETARIS
 Pasal7
Sekretans 'mempunyai f tugas pokok‘ " memimpin,
mengkoordinasikan dan  mengendalikan - tugas-tugas
dibidang ‘pengelolaan, pelayanan ~ kesekretariatan yang

~meliputi  pengkoordinasian  perencanaan, penyusunan

i program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan :‘

@

dan tata usaha

Sekretans dalam melaksanakan “tugas 'sebagaimana

,dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungs1

a."i_'penyusunan rencana, program, evalua31 dan pelaporan, e

L f."_'b_.'[pelaksanaan admlnlstra31 kepegawalan dan rumah tangga SR Y
~  Badan BPBD; . SRR N

i fvé.”pelaksanaan admlnlstras1 keuangan dan perlengkapan'“ e

ji'serta penataan aset :

. »"pelaksanaan urusan surat menyurat ‘kearsipan dan" o

oy [dokumentam dan hubungan masyarakat

e pelaksanaan urusan hukum orgamsa31 dan hubungan o

masyarakat

o f pelaksanaan pengkoordlnasmn penyelenggaraan tugas-‘ SR

i ,:{tugas Bldang, dan

g ‘pelaksanaan tugas—tugas lam yang dlbenkan oleh Kepala -

@
e ::;'a Sub Baglan Penyusunan Program, “ Ef"
- b.”Sub Bagian Tata Usaha; dan

- Pelaksana o

Susunan Orgamsas1 Sekretarlat terd1r1 dar1 ‘

L 5: C. Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 8

jSub Baglan Penyusunan : Program ‘ mempunyal tligasy
' menylapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman,

- dan’ petunjuk teknis serta layanan d1b1dang penyusunan =
: program sesua1 dengan ketentuan yang berlaku




(2) Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

. a~.1

‘merencanakan keglatan Sub Bagian Penyusunan Program N
.f_,berdasarkan data keglatan tahun sebelumnya dan sumber ... =
‘data - yang ada sebagai ' bahan untuk’ melaksanakan = S
- keglatan sesuai dengan peraturan perundang—undangan o
“_;yang telah dltetapkan i : '

."menghlmpun ‘dan mempela_]an peraturan 'pe‘l'u‘r.lf.iaﬁ‘g' .

undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis

~serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan. L
f‘tugas Sub Baglan Penyusunan Program, SR : o

mencan, e mengumpulkan, i menghimpun, o
-.mensistematisasikan - dan mengolah ~data serta ‘. . -

menganahsa data ‘dan’ 1nformas1 yang - berhubungan

derigan tugas Sub Baglan Penyusunan Program sebagai R L
" kerangka acuan/ pedoman penyusunan program dan EN
‘;janggaran keglatan, R PRl S e R

.yr‘mengmventansw | permasalahan permasalahan yang"'“ o
. berhubungan  dengan tugas Sub Bagian Penyusunan - '

. Program serta menylapkan bahan bahan dalam rangka
T ‘pemecahan masalah b
- e menylapkan bahan penyusunan kebgaksanaan pedoman ';.jf

‘ dan petunjuk tekms dlbldang Penyusunan Program, o

H_melakukan koordlna31 dan smgkromsas1 keglatan dengan i
‘,7~”B1dang dan satuan ker_]a perangkat daerah terka1t lamnya, . gty

. 'mengkoordlmr pcnyusunan dan pembuatan Rencana Kerja §
' Tahunan/RKT, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana = "= '
" Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD)'dan = =
- Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan S
: Akuntablhtas Klnerja Instans1 Pemermtah (LAKIP), E R

melakukan koordlna31 dan konsulta31 dengan instansi i
- terkait dalam rangka penmgkatan pengelolaan urusan RPN

e fl}penyusunan program perencanaan dan : anggaran,

melakukan koord1na31 dan smgkromsaSI keglatan antara : e
‘aparatur -~ dan pubhk untuk menghmdan teI‘_]_adlnya e
‘ﬂduphka81 keglatan - o R Benands

menghlmpun dan menylapkan RKA serta mengkoordmlr' : o
- proses pembahasan dengan instansi terka_lt Sampar* L
_menjadl DPA - LR , : o

;menyusun kelengkapan admlmstram guna melaksanakan s
i,keglatan - Tahunan - berupa petunjuk ‘operasional,
- penunjukan - pe_]abat ‘pelaksana - teknis keglatan dan
s '-_'}_'dokumen kontrak dan menylapkan revisi (perubahan) BT




R
ER ‘teknis serta layanan dibidang tata usaha sesuai dengan . e
@

“a.

8-

mengupayakan Anggaran ~ Pendapatan Belanja Daerah

perubahan (APBDP) ‘guna menampung usulan program

pembangunan yang mendesak yang tidak direncanakan

sebelumnya; ° - -

- diambil dibidang tugasnya;

membuat laporan pelaksanaan  kegiatan Sub Bagian
Penyusunan Program sesuai dengan data yang ada
berdasarkan - kegiatan yang = telah = dilakukan untuk -
~ dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan -

. memﬁerikan' saran dan ‘~pertin.r‘1banga'hv'fkepada Sekre'taris,;_'f L
tentang langkah-langkah atau tindakan yang ‘perlu

melaksanakan tugas 1lain yang dlberlkan oleh Sekretaris ~

" baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
- tugasnya dalam rangka kelancaran ‘pelaksanaan tugas

pada Sekretariat.

Pasa1’9 :

SubBaglan 3 Tata Usaha mempunya1 tugas menyiapkan S
bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk =

ketentuan yang berlaku. =~ . ©

Uralan Tugas tersebut pada ayat (1)sebaga1 berlkut

. merencanakan  kegiatan ~ Sub Bagian Tata ~Usaha g
_‘berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber =

 data yang ada sebagai bahan untuk’ melaksanakan . iy
-~ kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang telah ditetapkan;

‘mensistematisasikan . dan mengolah . data  serta
‘menganalisa data ‘dan informasi . yang berhubungan

dengan jtug‘as Sub Bagian' Tata Usaha sebagi kerangka
acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan; R

menginventarisir - permasalahan-permasalahan  yang

~berhubungan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha . . .
- serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan
g masalah;_, ' SRR AR S A

‘ine‘n.ghimpun',' dan mempelajari peraturan perundang; !
~ undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis

}“;».,-f‘sci'ta,.Abahan-bahan;, lainnya yang ' berhubungan dengan
- tugas Sub Bagian Tata Usaha; =~ e
c. mencari, ~~ mengumpulkan, menghimpun, "

. mengarahkan dan 'mehdistribﬁsikari" ‘surat masuk dan o
~’keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya; Lo




" f. meneliti uvsu1an‘.”permintaan—f fdir:masi pegawai lihgkup

‘Badan, dan. ‘menyiapkan ‘konsep petunjuk penyusunan
- formasi pegawal pegawai sebagai perencanaan kebutuhan :
" 'pegawal sesua1 dengan kebutuhan Badan,

5 'kg.}mengatur urusan rumah tangga ‘menata kelndahan dan

5 Akebermhan kantor serta keamanan llngkungan kantor

' ;‘ h. }melakukan pengclolaan perpustakaan, kear31pan dan

- melakukan pendokumentas1an keglatan, :

" ;)i:,';fk‘vmelakukan tugas dlbldang hukum, ‘ organlsa81 dan "
‘ “'if-‘siitatalaksana serta hubungan masyarakat ’

j::'fmemberlkan saran dan pertlmbangan kepada Sekretans

o k membuat laporan pelaksanaan keglatan Sub Bagian Tata o
3 n;{l;Usaha sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan =
.~ yang telah dilakukan untuk dlpergunakan sebaga1 bahan =

© tentang langkah-langkah atau t1ndakan yang perlu dlambxl b
e dlbldang tugasnya; , : | e EEe

s masukan bag1 atasan, dan i

S ff'melaksanakan tugas lain yang dlberlkan oleh Sekretans

Q)

-+~ baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang S
'“_,;jtugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sk

. :ff'pada Sekretarlat

‘Pasal ‘ 10

: Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas ,’
' mcnylapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, = -
dan petunjuk teknis serta layanan d1b1dang Keuangan dan

" : Perlengkapan sesua1 dengan ketentuan yang berlaku

| (2)

-.‘»_;é;;_k}.‘mencan : mengumpulkan S menghlmpun, s
,;;;jmensmtematlsamkan dan” mengolah ~data serta -

R1n01an Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal berlkut

a merencanakan keglatan Sub Baglan Keuangan dan e
 Perlengkapan ' berdasarkan - data kegiatan  tahun = -
sebelumnya dan sumber data yang ‘ada sebagai bahan =~
—untuk melaksanakan keglatan sesuai dengan peraturan A

' erundang—undangan yang telah dltetapkan,

. ;_menghlmpun dan mempela_]arl peraturan perundang—
~undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis

_ serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan denganf '
o tugas Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan, ‘ o

ff’fmenganahsa ‘data dan 1nforma81 ‘yang berhubungan

; ;"fdengan tugas Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan S
. sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana i

;,:keglatan




S10-

. ’rnenglnventa’rlslr permasalahan permasalahan yang

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan

L Perlengkapan serta - menyiapkan bahan-bahan da]am S
- krangka pemecahan masalah L ‘

€ :,menghlmpun dan mcmpersmpkan bahan dan data untuk L
e penyusunan rencana kebutuhan barang,

5 ‘qmengusulkan kepada Sekretarls tentang penunjukan e
 bendahara pengeluaran ‘pembantu  bendahara
o pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan"{'
i :pembantu pengurus barang, - :

‘o, melakukan pengawasan pengendahan dan mengevaluas1 3
. terhadap kinerja bendahara ' pengeluaran, pembantu iy
k::_,_bendahara pengeluaran penylmpan barang, pengurus

e barang dan pembantu pengurus barang, S

. ':melakukan pengawasan terhadap 1nventarls barang serta‘g, i
- . membuat - Kartu Inventaris’ Barang (KIB) dan mernbuat'
L Kartu Inventans Ruangan (KIR) : SR

i melaksanakan pengelolaan admlnlstra31 keuangan yang i

,mencakup administrasi gaji pegawa1 insentif tenaga kerja

i .;_yrsukarela ‘PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala' -
 serta  melakukan pembukuan “membuat = Laporan. .
i Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan evalua31 dan’
laporan keglatan keuangan Badan, SR SR

f_mengatur perlengkapan £ kantor, - penataaan ~ dan
_ pengamanan aset, tindaklanjut LHP, ganti rugl serta
“"proses administrasi - per_]alanan dlnas pegawa1 sesuai
petunjuk atasan e . T

‘;‘.'v?"membenkan ‘saran dan pertlmbangan kepada Sekretarls"_;ff‘f
i'_"sebagal bahan masukan untuk penentuan kebl_]akan leblh}' g

NERETI

fmembuat laporan hasxl pelaksanakan tugas Sub Bagla_n-
. "Keuangan - dan Perlengkapan : sebaga1 bahan'
fpel‘tanggung]awaban dan S :

; Jmelaksanakan tugas laln yang dlbcrlkan oleh Sekretans

[ ‘baik secara tertulis. maupun hsan' sesuai dengan bidang

“‘tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
'pada Sekretarlat T




Co11-

Baglan Kellma

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN; Tl

o

Pasal 1 1

Bldang Pencegahan dan Ke31aps1agaan mempunyai tugas

membantu kepala dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan

penanggulangan bencana yang berkaitan dengan pencegahan

dan - kesmpsu—:tgaan serta melaksanakan penyusunan bahan -,

. perumusan kebijakan  teknis dlbldang pencegahan dan

@)

kcsmpsxagaan

Bldang Pencegahan dan Kes1ap51agaan dalam melaksanakan
tugas = sebagaimana dimaksud - . pada - ‘ayat (1)

: menyelenggarakan fung31

: a : penctapan penyusunan rencana ~dan = program dan

~ pelaksanaan pencegahan, mltlga31 dan kesmpsmgaan
g penanggulangan bencana, e :

" b. pembinaan, pengkoord1nas1an 'fvpehgendalian dan

. pengawasan - program  bidang _pencegahan dan

- - kesiapsiagaan;

Cod. rpenetapan ‘rumusan kebl_]akan sistem * penngatan R

: :'lc;.‘?:,‘penetapan | fufmisah , kebljakan " dan panduan

. pengetahuan dan kesaapsmgaan ‘tcrhadap resiko -
- bencana; S

s f!f_bencana dan rencana keadaan darurat bencana, .

i r'e‘:'.f@‘;'ﬂpelaksanaan pernantauan dan evalua31 program keglatan‘ : Lot

(3) Susunan Organlsa81 Bldang Pencegahan dan Ke81ap31agaan,>“‘-“"vi“"f’/ i

‘ *E;‘_Bldang Pencegahan dan Ke51ap31agaan, dan ‘

,belaksanaan tugas lam yang dlberlkan oleh Kepala

terd1r1 dar1

: a. Seks1 Perencanaan Emergen01 dan

(1) 5
.~ bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk' i
"' teknis serta layanan dibidang perencanaan emergen01 sesuai -

dengan ketentuan yang berlaku

b Seks1 Pcncegahan dan Kesmps1agaanﬂ i V

Pasal 12

SCkSl Perencanaan Emergenm mempunya1 tugas menylapkan '




a

-+ saat tanggap darurat bencana penanganan pengungs;i -

1.t

Cn2aih

(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berikut:

merencanakan keglatan Sek31 Perencanaan Emergenci
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber
- data yang ada sebaga1 bahan untuk melaksanakan
keglatan sesuai dengan peraturan yang telah dltetapkan,

menghlmpun dan mempelajarl peraturan perundang—

- undangan, kebljakan teknis, pedoman dan petunjuk

teknis serta. bahan-bahan lainnya " yang berhubungan
dengan SCkSl Perencanaan Emergcnc1 : :

. ,v mencarx, mengumpulkan, menghlmpun dan mengolah"_ -
data ' serta -informasi - yang berhubungan dengan; &

perencanaan emergenm, ;

menylapkan bahan penyusunan kebl_]aksanaan pedoman’
dan petunjuk teknls d1b1dang perencanaan emergenci; -

Perencanaan dan Emergenc1, e

pengkoordmaSIan dan pelaksanaan kebl_]akan dlbldang e
penagnggulangan bencana pada saat ‘tanggap darurat
- bencana, penanganan pengungSI dan dukungan :

perencanaan,

pelaksanaan hubungan ker_]a dengan “instansi atau £

menyusun dan melaksanakan program kerja di- Sek81

lembaga terkalt dibidang penanggulangan bencana pada e e

dan dukungan perencanaan S

penghlmpunan, pengolahan dan penya_]lan data d1b1dang o

kedaruratan, B

pelaksanaan , monltormg, pengendahan, eV{alt‘lasiv _dan

pelaporan lmgkup bldang kcdamratan

membenkan saran":‘ dan pertlmbangan kepada chalaf:;f:j;3; Ll
Bldang Pencegahan dan Kes1ap31agaan “sebagai bahan
§ masukan untuk penentuan kebljakan leblh lan_]ut s

membuat laporan

melaksanakan tugas laln yang dlberlkan oleh Kepala .
- Bidang Pencegahan dan Ke51ap31agaan baik secara
[ tertulis maupun : llsan ‘sesuai dengan tugasnya dalam

i o rangka  kelancaran pelaksanaan tugas Bidang

Pencegahan dan K631aps1agaan A

- pelaksanaan ' keglatan Seksi
Perencanaan Emergenc1 sesua1 dengan data yang ada. S
 berdasarkan - ‘kegiatan yang - telah - dilakukan untuk
d1pergunakan sebagal bahan masukan bag1 atasan, dan R




(1) Sek31 Pencegahan ‘dan Kesmpsmgaan mempunyai tugas

@)

a.

o -13-

' Pasal 13

menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman,
‘dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pencegahan dan
_ kemapsmgaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Rincian Tugas tcrsebut pada ayat (1) sebagal'benkut.

‘merencanakan keglatan Seksi Pencegahan dan

Kesiapsiagaan berdasarkan  kegiatan tahun sebelumnya
serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk

~ melaksanakan keglatan sesua1 dengan peraturan yang
. telah d1tetapkan, ‘

menghlmpun dan mempelajari peraturan perundang-

 undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk
teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan L
“dengan pencegahan dan ke51ap31agaan, :

. Vmencarl mengumpulkan, menghlmpun dan mengolah
~ data - serta . informasi yang berhubungan dengan
i pencegahan dan kesmpsmgaan,

menginventarisir permasalahan-permasalahan yang

-~ berhubungan ' dengan pencegahan ‘ dan kesiapsiagaan
- serta menylapkan petunjuk pemecahan masa_lah ' o

. Vmenglnventansu permasalahan permasalahan yang »
- berhubungan dengan -pencegahan dan kes1ap31agaan :
- serta menylapkan petunJuk pemecahan masalah;

' 'menylapkan bahan penyusunan kebl_]aksanaan, pedoman

dan petunjuk teknis dibidang pencegahan dan

. kesiapsiagaan;

_menyusun program kerja d1b1dang pencegahan dan
,’j;;_kes1ap31agaan, S : _ :

mengkoodmasﬂcan "~ dan pemantauan terhadap - :
- penguasaan - dan pengelolaan sumber daya alam, SERE
- penggunaan teknologi yang secara . tiba-tiba dan atau
- berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau S
‘ ,bahaya bencana ~ :

. meny1apkan bahan monitoring, evalua81 dan pelaporan
pelaksana tugas, ,

“menylapkan pengorganlsasmn pemasangan pengujlan :
: penngatan d1n1, ' S : , BRI

" ‘menylapkan bahan dan ana11s1s data kesmps:agaan atas‘ e
h“,.bencana, Co -




s

‘“‘menyusun bahan ' rumusan kebl_]akan _‘ldlbldang”;
g pemberdayaan dan pemngkatan _masyarakat terhadap '

o pencegahan bencana dan m1t1gas1 pada prabencana,

_imcnyedlakan dan menylapkan barang pasokaﬁ"q;' . s
3!pemenuhan kebutuhan dasar, g : o

o menylapkan loka81 evakuaSI .

,*'menyusun dan melaksanakan penyuluhan, Pendldlkan' A T
‘dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekamsme e

;kmenylapkan pengorgamsasmn penyuluhan pelatlhanu

dan gladi tentang mekanlsme tanggap darurat serta -

o pencegahan dan m1t1gasx pada prabencana,

ﬂmembuat laporan pelaksanaan keglatan - Seksi -
-_Pencegahan dan Kes1ap31agaan sesua1 dengan data yang
- ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk",{‘ St R
: "_dlpergunakan sebaga1 bahan masukan bag1 atasan, dan !

.;;’memberlkan saran dan pertlmbangan kepada Kep alaw"'ff B
- Bidang: Pencegahan ‘dan Kesiapsiagaan sebagai bahan
: masukan untuk penentuan kebljakan leblh lanJut s

melaksanakan tugas’ lain yang dlberlkan oleh Kepala’--‘?v S
_Bidang Pencegahan dan Ke31aps1agaan ‘baik secara

~tertulis maupun llsan sesual dengan ‘tugasnya dalam
* rangka  kelancaran - pelaksanaan tu,gas ~ Bidang ¢

: ;f-'_Pencegahan dan Kes1aps1agaan

3 BIDANG SARANA DAN LOGIST IK PENANGGULANGAN BENCANA

(1) Bldang Sarana dan Loglstlk Penaggulangan Bencana"‘;" g
) mempunyai tugas membantu kepala dalam ‘'melaksanakan

Baglan Keenam o N

Pasal 14

_kebijakan sarana pada saat’ tanggap darurat dan dukungan et

loglstlk penanggulangan bencana R

(2) Bldang Sarana dan LOngtlk Penaggulangan Bencana dalam""i\”

melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) Bl

, menyelenggarakan fung81

'j‘;a.

- penyusunan program kerja d1b1dang sarana dan loglstlkfﬂ e | “ i
ot 'penanggulangan bencana . o R
b.

o _.».::_'penanggulangan bencana .

penyusunan petun_]uk tekms hngkup sarana dan loglstlkl- ST




P c pengkoordlnasmn dan pelaksanaan kebljakan sarana j‘ :
R »dlbldang penanggulangan bencana pada saat tanggap - @ i
- darurat bencana, penanganan pengung81 dan dukungan’ - -

" o .'loglstlk

- :d. “penghlmpunan, penoolahan dan penya_]lan data bldang ki

‘ v'sarana dan longtlk penggulangan bencana,

e f;‘kf‘:penyelenggaraan sebaglan urusan pemerintahan daerah -
. di Dbidang. ‘sarana dan" loglstlk ‘penanggulangan

‘bencana, '

f penetapan rumusan kebl_]akan tanggap darurat dan'
 logistik ' yang meliputi - penyelenggaraan dapur umum,
L apendman tenda—tenda penampungan untuk pengungsi,

‘darat 'dan" air,’ _pencarian, penyelamatan dan-“"*
. pengungsian’ korban serta harta benda penyiapan air

- bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan
ﬂpendlnan tenda posko komando, dan _ :

e ,pelaksanaan tugas laln yang dlbenkan oleh Kepa]a
st Pelaksana pelaksanaan sesua1 dengan bldang tugasnya

(3) Susunan f Orgamsam ‘ Bldang ‘ Sarana dan Loglsttk i

Penaggulangan Bencana terd1r1 dari:

a Sek31 Penylapan Sarana dan Prasarana Darurat dan
B b Sek51 Penyedlaan dan Dlstnbu81 Loglstlk :

Pasal 1 5

(1) Sek31 Penylapan Sarana dan Prasarana Darurat mempunyal T

‘:ﬁ‘-‘i‘"pedoman, “dan petunjuk teknis serta layanan ‘dibidang -

" tugas menylapkan bahan bahan blmblngan kebl_]akan, i

' penyiapan sarana dan . prasarana darurat ‘sesuai dengan s

Ee ketentuan yang berlaku

(2) Ura1an Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a. merencanakan keglatan Seksi Penylapan Sarana dan i
-Prasarana Darurat berdasarkan . kegiatan'  tahun -

'7‘sebe1umnya serta sumber data yang ada sebagai bahan

3 »_yang telah dxtetapkan, ‘

dan mempelajan peraturan perundang-v.j

| “untuk melaksanakan keglatan sesuai dengan peraturan Ul

‘undangan, - kebljakan ‘teknis, - pedoman dan  petunjuk k 3
~teknis - serta bahan-bahan lamnya yang ' berhubungan ek

S :dengan penylapan sarana dan prasarana darurat;




c.. mencan, mengumpulkan, menghunpun dan ‘mengolah
data serta 1nforma31 .yang . berhubungan dengan,;_.’f e
| penylapan sarana dan prasarana darurat S
- d. ‘menylapkan bahan penyusunan kebgaksanaan, pedoman_:‘"?,_;
" dan petunjuk  teknis dlbldang penylapan sarana dani :
‘prasarana darurat : . ; :

i f'é,*”'mengmventansu permasalahan permasalahan : 'yang"f“' N
. berhubungan dengan penyiapan sarana dan prasarana. =
LA darurat serta menylapkan petun_]uk pemecahan masalah e e

f mengatur mendlstrlbu31kan ’ dan mengkoordlna&kan' et
pelaksanaan tugas bawahan, g S L

g "melakukan penyzapan sarana dan prasarana secara

. -tanggap, mehputl pencanan, ‘penyelamatan “dan ' e
_ pengungs1an korban serta harta’ benda, pendman tenda- RN L
L jtenda untuk pengung31 darat dan a1r, o ‘ : RN

: h. : mengantls1pa31 dengan menylapkan langsung keglatan’v R
. saat kejadian dalam sarana dan prasarana secara PR
‘alangsung, ‘ , s , '

I membenkan ‘saran dan pertlmbangan kepada Kepala;?_fy,j;iii*f, S
' 'Bidang Sarana dan Logistik - Penaggu.langan Bencana .
- sebagai - bahan masukan untuk penentuan kebl_]akan i
:-uleblhlanjut e i b

e 'membuat laporan pelaksanaan keglatan Seks1 Penylapan f
" Sarana dan Prasarana Darurat sesuai- dengan datayang
~ada ‘berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk A
o dlpergunakan sebaga1 bahan masukan bagl atasan, dan L

k. melaksanakan tugas la1n yang d1ber1kan oleh Kepalaf_' RRE
s B1dang Sarana dan Loglstlk Penaggulangan Bencana baik -
' secara- tertuhs ‘maupun hsan sesuai dengan tugasnyaff U
- dalam rangka kelancaran = pelaksanaan tugas B1dang
S Sarana dan Log1st1k Penanggulangan Bencana ’ s

Pasal 1 6

(1) Seks1 Penyedlaan dan Dlstnbus1 LOngtlk mempunya1 tugas
o menylapkan bahan-bahan ‘bimbingan, kebijakan, pedoman, = . .
~ dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyediaan dan .

dlstnbu31 loglstlk sesua.l dengan ketentuan yang berlaku e

(2) R1n01an ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagm berlkut

a’ merencanakan Keglatan Seks1 Penyedlaan dan Distribusi S
- Logistik ‘berdasarkan kegiatan tahun’ sebelumnya serta
" .. sumber -‘data = yang ada sebagai  bahan untuk =
. melaksanakan - keglatan sesua.l dengan peraturan yang Soas
‘""‘f,,telah d1tetapkan : A , S
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. menghlmpun dan mempela_]an peraturan perundang—

;.undangan, kebijakan teknis, pedoman dan. petunjuk
- teknis ‘serta - bahan-bahan lainnya- yang berhubungan

. dengan penyedlaan dan dlstnbus1 loglsuk

; ,mencarl mengumpulkan, menghlmpun dan mengolah
- data serta informasi yang berhubungan dengan
L »penyedlaan dan d1str1bus1 loglstlk

. ‘menylapkan bahan penyusunan kebl_]aksanaan, pedoman
‘dan petunjuk teknls d1b1dang penyedlaan dan distribusi

E loglsuk

meng1nventar1s1r permasalahan—permasalahan yang

. berhubungan dengan penyediaan dan distribusi loglstlk

. serta’ menylapkan petun_]uk pemecahan masalah

‘mengatur, mendlstnbu31kan dan mengkoord1nas1kan
pelaksanaan tugas bawahan

o fmenylapkan bahan dan ana1131s data kerusakan aklbat

o : ;bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar,

'.'mcnylapkan bahan ‘ dan melaksanakan kerjasama -

. _distribusi pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi,

~ penyedian pangan dan sandang, pelayanan kesehatan
~dan psikososial, penyiapan tempat penampungan serta
- .penyedlan tempat penampungan,

menylapkan bahan momtonng, evalua31 dan pelaporan
o ;pelaksanaan tugas,

j. _membenkan saran dan pertlmbangan kepada Kepala
' Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana
" sebagai bahan masukan untuk penentuan kebljakan

o - lebih lanJut

membuat laporan pelaksanaan keglatan Seksi
e ;Penyedlaan dan Distribusi Logistik - sesuai dengan data
. yang ada. berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan

untuk - dlpergunakan sebaga.l bahan masukan bag1
atasan, dan

.“melaksanakan tugas 1a1n yang dlbenkan oleh Kepala
- Bidang Sarana dan Log1st1k Penanggulangan Bencana

~ baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
Bldang Sarana dan LOngtlk Penanggulangan Bencana
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o Baglan Ketu_;uh v

: BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
, Pasal 17

(1) Bldang Rehablllta31 dan Rekonstrukm Bencana mempunyai .,
tugas pokok .-membantu kepala dalam melaksanakan:
- kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca
bencana

2) Bldang Rehab111tas1 dan Rekonstruks1 ‘Bencana d"alarn '
 melaksanakan tugas: sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
v menyelenggarakan fungsi:

a. penylapan ‘bahan perumusan bahan kebljakan tekms di
' . Bidang Rehablhta81 dan Rekonstruk31 Bencana; :

b, penetapan rumusan kebuakan perbalkan dan pemuhhan s
- semua aspek pelayanan pubhk : o

c. .v penetapan  rumusan kebl_]akan : normahsas1 aspek
R pemermtahan dan kehldupan masyarakat pada w11ayah
. pasca bencana ; v , V

d penetapan rumusan ' kebl_]akan pertumbuhan‘f"““

:' o perekonomlan, sosml dan budaya tegaknya hukum dan S
‘fliketertlban,»_" T A _

et penetapan rumusan keleakan pemngkatan peransertai'f"
- masyarakat dalam segala ' aspek kehldupan
o bermasyarakat pada Wllayah pasca bencana, B

f, penetapan rumusan kebljakan penguatan komunltas
yang terkena bencana, -

‘g penetapan ‘rumusan kebl_]akan pemberdayaan sosml
. ekonomi yang tenntegras1 dalam program pembangunan-_ o
”~5v!',:-,_daerah R L TR ) R L o

P h pemberlan dukungan atas pelaksanaan tugas d1 Bldang S

,Rehablllta31 dan Rekonstruk31 Bencana, ,

) i :‘pembmaan Pelaksanaan tugas d1 Bldang Rehablhta31 dan‘
S Rekonstruk51 Bencana, dan

‘ ] 3 pelaksanaan tugas tugas lain ~ yang diberikan oleh
L p1mp1nan sesuai tugas pokok dan fung31

L (3) Susunan Orgarnsam ‘Bidang Rehab111tas1 dan Rekonstrukm !
o ,‘ Bencana, terdiri dari: v . o

-a.- Sek81 Rehabilitasi; dan
b Seks1 Rekonstruks1




9.

Pasal 1 8

(1) Sek81 Rehablllta31, mempunya1 tugas menylapkan bahan-- 3
bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis

ER serta layanan d1b1dang rehab111tas1, sesua1 dengan ketentuan

| = yang berlaku

@t
; “:a.‘ |
. kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada

Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal berlkut

merencanakan keglatan Sek31 Rehab1htas1 berdasarkan

"~ sebagai -bahan untuk ‘melaksanakan kegiatan sesual ‘

"irdengan peraturan yang telah dltetapkan, o

.g,menghlmpun “dan mempelajan peraturan perundang- E
.”undangan, kebijakan teknis, pedornan dan petunjuk
. teknis serta bahan-bahan lamnya yang berhubungan v
dengan rehab111tas1, - « ,

: .'mencan,‘ mengumpulkan menghlmpun dan mengolah | =
;data ~serta 1nforma51 : yang berhubungan dengan S e
‘-'f‘rehablhtasy SRS o G RPN

menylapkan bahan penyusunan kebl_]aksanaan pedoman g
dan petun_]uk tekms dlbldang rehablllta31 ' ‘

.meng1nventar1s1r permasalahan permasalahan Cyang -

berhubungan =~ dengan - Rehabilitasi serta menyiapkan

o pettlnjuk pemecahan masalah

melakukan - penyusunan bahan ‘rumusan kebljakan : ;  ‘
-~normalisasi- aspek pemerlntahan dan kehldupan_
i.<;;‘masyarakat pada w11ayah pasca bencana, ;

S melakukan penyusunan bahan’ rumusan kebl_]akan,
percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, -

" lauk pauk, famili kit, kid ware  serta beras dan obat—v £
. obatan serta makanan tambahan, [ - '

melakukan penyusunan bahan rumusan kebljakan' o
Rt pembangunan kembali semua prasarana dan sarana'
L serta kelembagaan pada w11ayah pasca bencana;

R ‘.menylapkan bahan koordma51 ‘dan fasilitasi keglatan\ e

o i rehablllta81 sosml ekonom1 dan budaya, L

. f“ﬁ'_:menylapkan bahan 1nventansa51 1dent1ﬁka31 dan analisis | ; ' o
- dampak ncgatlf sosml p81kologls masyarakat aklbat» L
]__bencana, L _ v £

.‘ ;

menylapkan bahan momtormg, evalua81 dan pelaporanfi e

i ,:fi“"pelaksanaan tugas, e




1. ‘memberikan ‘saran dan peftlrnbangan képada Kepala

~ 'Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. sebagai bahan o

o gmasukan untuk penentuan kebgakan leb1h lanjut

m. membuat laporan : pelaksanaan keglatan . Seksi

n ‘melaksanakan tugas 1a1n yang dlbenkan oleh Kepala‘ e

‘ Rehab111tas1 sesuai dengan data yang ada berdasarkan -

"keglatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan

8 ksebagal bahan masukan bag1 atasan, dan

- Bidang Rehabilitasi ‘dan Rekonstruksi baik secara

tertulis  maupun lisan sesuai- dengan tugasnya dalam S

. rangka - kelancaran pelaksanaan - tugas Bldang

» Rehablllta51 dan Rekonstruks1 i

S Pasal | 19

Seks1 Rekonstruk81 mempunyau tugas menylapkan bahan- B : ‘ .
‘bahan blmbmgan kebl_]akan pedoman, dan Petun_luk teknis

serta layanan d1b1dang rekonstruk31, sesual dengan‘ _,

5 v ketentuan yang berlaku.
@
T a.“’merencanakan keglatan Seksi Rekonstruk31 berdasarkan s

'N;keglatan tahun sebelumnya serta  sumber data yang ada : St
- sebagai bahan' untuk melaksanakan keglatan sesua1»‘";-’;, o

Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut

o dengan peraturan yang telah dltetapkan, S

S _b".V»menghlmpun dan mempela_]an peraturan perundang- SIS
" undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk . L
- teknis serta bahan—bahan lamnya yang berhubungan S
R dengan rekonstruks1 N S g

: c. mencan mengumpulkan, menghxmpun dan mengolah

0. data serta - 1nforma51 yang berhubungan dengan :
gt rekonstruks1 o - : SRR

o d. vmelakukan pembmaan, PengkoordmaSIan,; pén‘ge‘ndal_i-’}; L

~‘dan pengawasan . program - dan . keglatan I'J'ejabat'

e _fungsmnal dalam hngkup sub bldang

e. menylapkan bahan pelaksanaan mventansam ldentlﬁkasi no V
G ‘,tmgkat kerusakan llngkungan pasca bencana, S

: ;“k\'i'menylapkan bahan pelaksanaan 1nventar1sas1 1dent1ﬁkasx L

o f ::,tmgkat kerusakan hngkungan

e ’i'menylapkan bahan koordma31, fasilitasi dan kerjasama"'

Sl pembangunan kembah dampak kerusakan pasca ? '
» i";‘;bencana’ ": j«g! SR o : L . BT R
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menylapkan bahan penyusunan kebl_]aksanaan, pedoman
dan petunjuk teknls dibidang rekonstruk31, :

meng1nventar151r ' permasalahan—permasalahan yang
berhubungan dengan rekonstruksi serta menyiapkan
petunjuk pemecahan masalah :

melakukan pembmaan, pengkoordlnaSIan, pengendalian ,v

‘dan - pengawasan . program dan . kegiatan peJabat o

'v fungsmnal dalam hngkup sub bldang,

.‘melaksanakan evalua31 program dan keglatan pejabat
: fungsmnal dalam hngkup sub bldang, '

menyusun program keglatan Sub Bldang Llngkup"._'
vl Rekonstruk31 dalam penanganan pasca bencana '

meny1apkan bahan pelaksanaan 1nventar1sas1 1dent1ﬁka81 P

'tlngkat kerusakan hngkungan,

. menylapkan bahan koordlna51 fasilitasi dan ker_]a sama
- pembangunan kembah dampak kerusakan hngkungan ,
~ pasca bencana : :

. _.'"melakukan penyusunan bahan " rumusan kcbl_]akan',

“pertumbuhan = perekonomian,  sosial dan budaya, .

E ':_ tegaknya hukum dan ketertxban,

] .",""melakukan penyusunan bahan fumusan kebl_]akan'
. peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek -
- kehldupan bermasyarakat pada wxlayah pasca bencana, oo

q melakukan penyusunan ‘bahan “rumusan kebl_]akan'- B

- penguatan komumtas yang terkena bencana, '

-, ,melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan

SO pemberdayaan sosial ekonom1 yang ter1ntegras1 dalam' e 1
- program pembangunan daerah ER | ek

. ’77"member1kan saran dan pertlmbangan kepada chalaf”‘"' S

- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan z

‘ masukan untuk penentuan kebgakan lebih lan_]ut

membuat laporan pelaksanaan . kegiatan Seksi

' Rekonstruksi sesuai ‘dengan data yang ada berdasarkan
kegiatan yang telah dilakukan untuk dlpergunakan
‘ sebaga1 bahan masukan bag1 atasan, dan

. melaksanakan tugas lain - yang diberikan oleh Kepala -
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi baik secara tertulis |
~ “maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka

 kelancaran pelaksanaan tugas Bldang Rehablllta81 dan

o= Rekonstruks1



e BABV S i g
UNIT PELAKSANA TEKNIS n
Pasal 20 |

 (1) Pada Badan dapat dlbentuk Umt Pelaksana Tekms (UPT)I‘;
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, Een , g RN

S (2) UPT adalah Unlt Pelaksana Tekms untuk melaksanakan e
keglatan ‘teknis’ operasmnal dan/atau - kegiatan teknis
penunjang yang mempunyai. Wllayah kerja meliputi satu atau
beberapa Kecamatan dalam w11ayah Kabupaten Bengkalis.

L . (3) UPT d1p1mp1n oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah =
“dan’ bertanggung jawab . kepada Kepala Badan dan secara_d i
operaswnal berkoord1nas1 dengan Camat ‘ et

(4) Pembentukan UPT dltetapkan dengan Peraturan Bupat1 5 o
dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan L
yang berlaku A , .

N e BAB VI
: KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasa121

L (1) Kelompok Jabatan F‘ungsmnal terdm dar1 se_]umlah tenaga DL
... dalam jenjang Jabatan Fungsxonal sesua1 dengan bldang’gj
keahhannya : o T e ‘ :
N (2) Kelompok Jabatan Fungsmnal dlplmpll’l‘ oleh seorang tenaga' T
+ - fungsional senior yang berada dlbawah dan bertanggung R
]awab kepada Kepala Gt SR

e (3) Jumlah Jabatan Fungsmnal dltentukan berdasarkan Slfat ..
jenis dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang_‘_m :
v undang yang berlaku : ‘ » _

B '>(4) Pemblnaan terhadap tenaga fungsmnal dllakukan sesua1‘ S
dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku Pl e

| "BAB'vii""‘
ESELONERING

Pasal 22

L rJabatan Eselonerlng pada Badan Penanggulangan Bencana'f'_ji |
‘,Daerah terdm darl e : . ‘ i

S :-:‘«“,'a."" ‘Kepala adalah Jabatan eselon II /a
o b chala Pelaksana adalah _]abatan eselon II /b

»c."‘Sekretarls dan Kepala Bldang pada Badan Penanggulangan B
,Benca.na Daerah adalah _]abatan eselon III / b
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d. Kepala Sub Baglan dan Kepala - Sek81 . pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah adalah _]abatan eselon IV/a.

~ BAB Vi
_ TATA KERJA
Pasal 23

'(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kepala Pelaksana
. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
" Kelompok = Jabatan Fungsional dan Kepala UPT wajib
melaksanakan prinsip koordinasi, 1ntegras1 dan smkromsasx

- secara vertikal dan horizontal. . ~

(2) Setlap lepman Satuan Orgamsam dlllngkungan Badan Sl
bertanggung jawab memlmpm dan = mengkoordinasikan
' bawahan masing-masing dan memberlkan bimbingan serta
- petunjuk bag1 pelaksanaan tugas bawahannya. -

3) 'Setlap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan, Wa]lb _ v

- mematuhi petunjuk—petun_]uk dan bertanggung jawab kepada e

‘atasan. masmg—masmg serta menyampalkan laporan tepat '
pada Waktunya ' . .

S ‘ e " BAB IX- P
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

gt Pasal 24

. (1) Kepala pclaksana dlangkat dan dlberhenukan oleh Bupati dan'
- Aparatur  Sipil Negara (ASN) yang memenuhl syarat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. :

: (2) Sekretans Kepala Bldang, Kepala Sub Baglan, Kepala Sek51 ﬂ i
~Kepala UPT. dan ' Jabatan Fungsmnal diangkat . dan
~diberhentikan = oleh  Bupati sesuau dengan peraturan o S
perundang—undangan yang berlaku o : . '

(3) Pengangkatan Kepala Badan Pelaksana ‘Sekretaris, Kepalaf’: SR
~ . Bidang, Kepala ‘Sub Bagian, Kepala Sek31 Kepala UPT dan
“Jabatan Fungsional, perlu dlperhatlkan persyaratan umum
- kepangkatan serta kecakapan dan kcmampuan teknis yang‘
dlperlukan untuk kelancaran tugas.

. BABX
PEMBIAYAAN

T Pasal 25

.. Sumber-sumber Pemblayaan Badan dlbebankan kepada

“- - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ‘subsidi atau bantuan - |

" Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah di luar

-.* Pemerintah Daerah dengan persetujuan Bupati sesuai dengan
peraturan perundang—undangan yang berlaku
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BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26
Pada saat Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku, Pejabat yang

lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dilantiknya pejabat yang baru.

Pasal 27
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan

yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan
Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 30 November 2016

w
AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Desember 2016

Plt. SEKR IS DAERAH KEBUPATEN BENGKALIS

- ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 65
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